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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana
Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman) untuk menjawab rumusan
masalah : (1) bagaimana analisis terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana
Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia dan (2) bagaimana
analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia
dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn
tentang tindak pidana Fidusia.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa
teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan
adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana fidusia, yakni berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir
induktif .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn tentang pidana fidusia majelis
hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan kurang tepat
karena dalam hal ini hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi
pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang No. 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, sanksi hukuman yang diberikan
terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena
perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta’zir sehingga sanksi dan
ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga pemerintah
yang berkuasa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut, (1)
Sesuai dengan undang-undang maka disarankan untuk Kepada aparat penegak
hukum serta pihak yang berwenang terutama yang berprofesi sebagai hakim agar
sebelum memutuskan perkara di pengadilan hendaknya disesuaikan dengan
Undang-undang yang telah digunakan sehingga terciptanya suatu kepastian
hukum. (2) Supaya pelaksanaan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya
peraturan dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
penulis mengharapkan kepada semua pihak agar mengerti hak dan kewajibannya
masing-masing Sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi tindak pidana
fidusia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bagian bidang ekonomi dewasa ini makin pesat oleh
karena itu diperlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya akan menunjang
terlaksananya pembangunan. Kredit telah memberi berbagai kemungkinan dalam
lalu lintas ekonomi terutama di bagian sektor pengembangan pembangunan
pendesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan
usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Bagi pengusaha baik pengusaha
besar, menengah maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi
pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu
serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka.*

Perkembangan kredit dalam masyarakat ini memerlukan bentuk jaminan
perlindungan dari segi pembiayaan dimana orang yang memerluan kredit dengan
jaminan benda bergerak tetapi masih bisa menggunakan benda jaminan tersebut
untuk usahanya atau untuk kebutuhan sehari hari, jaminan kredit tersebut tidak
dapat lagi ditampung oleh peraturan gadai karena dalam gadai benda jaminan

tersebut tidak bisa tetap berada pada orang yang menggadaikan.

' Yurizal, “Aspek pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia”
(Tesis—Universitas Airlangga, Surabaya, 2003), 2.



Oleh karena itu lahirlah perjanjian fidusia dimana dalam perjanjian ini
objek benda jaminan masih dalam penguasaan orang yang mempunyai hutang
(debitur).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia merupakan
pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang
berbunyi :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan

bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 2

Perjanjian fidusia merupakan bagian dari ranah hukum perdata namun
hukum pidana akan hadir jika dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang
termasuk dalam kategori pidana.

Ketentuan pidana yang diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan

pidana yang berbunyi :

? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia



“Setiap orang Yyang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keteranagan secara
menyesat kan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak
tidak melahirkan perjanjaian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
Dalam pasal 36 mengatur juga tentang ketentuan pidana yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan,

Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal
23 ayat 2 yang berbunyi :

“Pemberi  Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.?

Bilamana Lembaga Pembiayaan (Leasing) telah mendaftarkan Jaminan
Fidusia pada instansi yang berwenang, dan memperoleh Kuasa dari Pemberi
Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, maka apabila terjadi
pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36. *

’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
* Rizka, “Fidusia dalam lingkup hukum jaminan dilihat dari sudut pandang Islam”, Jurnal Edu
Tech, Vol. 2, No.1, (Maret,2016), 4.



Di sisi lain, hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits
mengatur seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan
perkembangan peradaban manusia. Dalam hukum Islam, Jaminan Fidusia
dikategorikan dalam rahn tajlisy. Fatwa DSN-MUI No. 68/pDSN-MUI/I1I 2008
telah mengatur mengenai rahn tajlisy. Esensi rahn tajlisy sendiri identik dengan
Jaminan Fidusia, karena definisi dari rahn tajlisy adalah jaminan dalam bentuk
barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam
penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada
murtahin .°

Praktek fidusia itu termasuk perjanjian hutang dengan jaminan yang
diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 283 :

o0 3538 Ui &l (el (A 5 (b 3 LIS 15005 T i e 22K
O sTlexd Uy ATN5 7408 250 A58 Ll (s B3R ) S Uy all) 3y 45l
Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.®

Dalam ayat tersebut memerintahkan untuk menjaga amanat yang telah

dititipkan. Dalam ayat di atas tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana.

> Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008
% Kementerian Agama R.1., A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Madina ,2018),49.



Dalam Hukum Pidana Islam Suatu Perbuatan dapat dianggap sebagai
tindak pidana (JarZmah) apabila unsur-unsurnya terpenuhi.’ Jarfmah (tindak
Pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam
dengan hukuman fadd atau ta’zir® Ta’zir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak
disebutkan oleh syar’i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari’
menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu
menggali hukum.®

Di kalangan fugaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan
oleh syara’ dinamakan dengan jarimah ta’zir jadi istilah ta’zir bisa digunakan
untuk hukuman dan juga untuk jarimah (tindak pidana).

Salah satu kasus tindak pidana fidusia adalah kasus dari Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana fidusia yang
dilakukan oleh terdakwa yang bernama Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad
perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mengalihkan barang fidusia berupa 1
(satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada
Budi Laksono dan herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari
PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah
diperjanjikan dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia. Perbuatan
terdakwa mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima
fidusia merupakan perbuatan tindak pidana fidusia karena melanggar Pasal 36 UU

RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Majelis Hakim memutuskan terdakwa

7 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam,(Surabaya : UIN SA Press,2014), 19.
¥ Kemal Pasha Mustofa, Figh Islam, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 20.
° M. Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta : Amzah,2014), 139.



dengan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, yakni dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan .

Akan tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut kurang tepat, karena hakim
dalam menentukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang
digunakan bersifat kumulatif. Mengingat dalam Pasal 36 Undang-undang
Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ancaman pidana sudah
ditentukan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti
putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan judul, “Tinjauan Hukum
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn”

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa
masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana fidusia.

2. Adanya ketimpangan pertimbangan hakim terhadap penafsiran pasal yang
digunakan  dalam Putusan Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor
330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

3. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana Fidusia berdasarkan Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia



4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 36 Undang-undang Nomor 42
Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia .

5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana
Fidusia  pada  putusan Pengadilan Negeri  Sleman Nomor

330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis akan membatasi masalah
sebagai berikut :
1. Sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanki pada pelaku tindak pidana
Fidusia ~ pada  putusan Pengadilan Negeri  Sleman Nomor

330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia.

D. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan
awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah
untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :
1. Bagaimana Analisis terhadap sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia dalam
putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang

tindak pidana Fidusia?



2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pada pelaku tindak
pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor

330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang tindak pidana Fidusia ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian yang terdahulu
atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti,
sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dan penelitian yang lainnya
dan untuk membuktikan bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang
berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis diantaranya ialah :

1. Penelitian dari Listianita berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan
Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Fokus pembahasan dalam penelitian ini
adalah membahas mengenai faktor-faktor apa dominan menjadi landasan
hakim dan mengapa hakim memutuskan berdasarkan kualifikasi sebagai
tindak pidana penggelapan dalam memutus perkara tindak pidana Fidusia
dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Purworejo Nomor
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.*® Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis
teliti mengkaji bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak

pidana ta’zir.

' Listianita Simatupang, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr, (Semarang)
,2016



2. Tanatul Umami pada tahun 2018 prodi Hukum Pidana Islam yang berjudul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana penggelepan sepeda
motor kredit (studi putusan Nomor : 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr). Rumusan
masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana Pertimbangan hukum
hakim terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit dalam putusan
Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr tentang tindak
pidana penggelapan sepeda motor kredit serta Tinjauan hukum pidana Islam
nya.'* Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas ialah penelitian tentang
Fidusia dan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999
tentang jaminan Fidusia dan dalam skripsi tersebut masalah yang diangkat
ialah berbeda yakni dalam skripsi tersebut masalahnya ialah hakim tidak
menggunakan asas lex spesialis saat memutus perkara tesebut.

3. Penelitian dari Yurizal berjudul “Aspek Pidana dalam Undang-undang no 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” pembahasan dalam penelitian ini
membahas mengenai ketentuan Pidana Fidusia secara umum. Rumusan
masalah dalam penelitian tersebut adalah siapa sesungguhnya pemilik benda
jaminan yang ada di debitur dan apa dasar tuntutan pidana yang diajukan
terhadap debitur dalam hal mengasingkan benda jaminan. penulis memberikan
penjelasan pasal demi pasal terkait ketentuan pidana yang ada pada Undang-
undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, bahwa pembahasan dalam judul

skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa

"' ’anatul Umami, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana penggelepan sepeda
motor kredit studi putusan Nomor : 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr”, (Surabaya), 2018
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fokus dari pembahasan penelitian ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan
hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana fidusia dan Tinjauan

Hukum Pidana Islam terkait pidana Fidusia.

F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian
ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pada pelaku tindak pidana Fidusia
pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi
pada pelaku tindak pidana Fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Sleman

Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam
dua aspek yaitu :
1. Aspek teoritis
a. Sebagai upaya untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan,
khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah

tindak pidana Fidusia.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak

pidana Fidusia.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi
masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait adanya Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus

tentang adanya tindak pidana Fidusia.

H. Definisi Operasional
Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka
perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut
antara lain :
1. Hukum pidana Islam
Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan
untuk kehidupan manusia, yang mengatur tindakan pidana atau kejahatan yang
mengganggu ketertiban umum dan bersumber dari al- Qur’an dan hadits."
Hukum pidana Islam sering dijumpai dengan istilah jinayah atau jarimabh.
Menurut jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman serta ditegaskan

atau tidaknya dalam al-Quran dibagi menjadi 3 macam vyaitu : jarimah,

12 zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),10.
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hudud, gisas , diyat, dan ta’zir. jarimah yang dimaksud penulis dalam
penelitian ini adalah jarimah ta zir.
2. Tindak pidana fidusia
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.® Tindak pidana
Fidusia adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang No

42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan
penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah
menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang akan diangkat.
Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap
fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. **

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skirpsi ini ialah

metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode melalui studi

1> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
'* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 2.
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kepustakaan. Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Data yang dikumpulkan.
a. Data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman yang
menggunakan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia terhadap tindak pidana Fidusia.
b. Data mengenai hukum positif dan pidana Islam yang terkait dengan tindak
pidana Fidusia.
2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus
memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber-
sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.*®

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas.’® Bahan hukum primer dalam penelitian ini

adalah:

1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan  fidusia.

2) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn

tentang pidana Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

'3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 181.
16 .
Ibid,. 182.
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Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.*” Bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini adalah :

1) Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
2) Sahid HM. Pengantar Hukum Pidana Islam. Surabaya : UIN SA

Press,2014
3) M Nurul Irfan. Figh Jinayah. Jakarta : Amzah, 2014.

4) Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung : CV

Penerbit Diponegoro,2010
5) Achmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar

Grafika,2005.

6) Kemal Pasha Mustofa. Figh Islam. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri,

2002

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

7 Ibid., 195.
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a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara menelaah dokumen
dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor

330/Pid.sus/2015/PN.Smn.

b. Pustaka, yaitu teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan

buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian
akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang
diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer maupun sekunder,*®
Tentang tindak pidana Fidusia. sehingga diketahui apakah data-data yang
didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis.® Seperti peraturan
perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya
tulis yang berkaitan dengan tindak pidana Fidusia.

c. Analizing, yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah

menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.®

5. Teknik Analisis Data

'8 Masruhan. Metode Penelitian (hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.
19 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.
20 1.

Ibid.,74.
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Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka
untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti
dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.** Teknis analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu
menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat

perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab | berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab Il merupakan landasan teori dari penelitian ini yang akan
memaparkan tentang tinjauan umum tindak pidana Fidusia dalam hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan
landasan hukum terkait tindak pidana Fidusia.

Bab 11l merupakan hasil dari penelitian ini yang akan memaparkan
deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, putusan, pertimbangan hakim dalam putusan

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.sus/2015/PN.Smn tersebut.

I Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007),
248.
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Bab 1V analisa dalam penelitian ini yang memaparkan dua hal yaitu : (1)
Analisis terhadap sanksi tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn, dan (2) Analisis hukum pidana Islam
terhadap sanksi tindak pidana Fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Bab V bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari

penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dan saran.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM

ISLAM

A. Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif
1. Pengertian Tindak pidana Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides yang artinya kepercayaan.
Menurut Rachmadi Usman, pengertian fidusia adalah penyerahan hak milik atas
benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) untuk pelunasan piutang
kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan
bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.*

Pengertian fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“ fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia merupakan
pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan.

Sedangkan pengertian tindak pidana bisa ditelusuri dari arti secara bahasa.

Tindak pidana biasa disebut dengan kata “delik” berasal dari Bahasa latin, yakni

delictum, dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut

' Rachmadi usman, hukum jaminan keperdataan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 151.

18
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delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut.?

perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana”

Para pakar memakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak
pidana dan pelanggaran pidana untuk kata delik ini. Mengenai delik para pakar
hukum pidana masing masing memberi definisi sebagai berikut.

1. Vos menyatakan bahwa delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum
berdasarkan Undang-undang

2. Van hamel menyatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman
terhadap hak-hak orang lain

3. Simons menyatakan bahwa delik adalah tindakan melanggar hukum yang
telah dilakukandengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.?

Pengertian Tindak pidana pengalihan jaminan fidusia secara yuridis
terdapat pada ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 42 tahun 1999
tentang jaminan fidusia yang isinya sebagai berikut :

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada

kreditor baru.

? Leden Marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,2008) , 7.
3 .
Ibid., 8.
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2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan
oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan
persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau
akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.*

Dengan demikian, tindak pidana fidusia adalah perbuatan yang melanggar
undang-undang yakni mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu atau
sengaja memalsukan ,mengubah, menghilangkan, memberikan keterangan yang
menyesatkan jika hal tersebut diketahui maka tidak melahirkanperjanjian Fiduaia,
objek jaminan ini meliputi hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud.

2. Dasar Hukum
Pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan
bendatidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. ®

*Yurizal, Aspek pidana Dalam Undang ....45.
> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
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Tindak pidana fidusia diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan
pidana yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keteranagan secara

menyesat kan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak
tidak melahirkan perjanjaian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Unsur dari pasal tersebut terdiri dari :

1. setiap orang

2. dengan sengaja

3. memalsukan

4. mengubah

5. menghilangkan

6. memberikan keterangan secara menyesatkan

7. sehingga tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

Dalam pasal 36 mengatur juga tentang ketentuan pidana yang berbunyi :

“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan,

Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana pemjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal

23 ayat 2 yang berbunyi :

“Pemberi  Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan
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Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima F idusia”.®

Berdasarkan pada pasal 36 ayat tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari
tindak pidana Fidusia, yaitu:
a. Unsur Pemberi Fidusia;
b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang

menjadi obyekjaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
c. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia.

Untuk memperjelas unsur-unsur pidana fidusia akan dijelaskan sebagai
berikut :
a. Unsur pemberi fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. berdasarkan ketentuan pasal 1
Undang- undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka yang dimaksud
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai subjek hukum adalah pendukung hak
dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga
bisa disebut subjek hukum yang cakap.
b. Mengalihkan

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada

ketentuanpasal 19 ayat (1) UU jaminan fidusia sbb :

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
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I.  pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima Fidusia
kepada kreditor baru.

ii. beralihnya jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran Fidusia.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak
mendapatkan persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan dengan akta
otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.’

J satrio menyatakan : Kata “pengalihan hak atas piutang” dalam pasal 19
ayat (1) UU Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan “mengalihkan”
merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan
tindak pidana apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa prosedur yang
diatur oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.°
c. Menggadaikan/menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditur kepada

debitur yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah
dijaminkan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya
bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang
dengan Undang-undang ini.

d. Unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia”

7 Yurizal, Aspek pidana Dalam Undang ....45.
¥ Ibid., 46.
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Maksud dari dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu ialah
melakukan suatu perbuatan memindah tangankann barang jaminan fidusia

tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia atau kepada kreditor.

3. Sanksi
Berbicara tentang perbuatan pidana maka tidak terlepas dari
ketentuan pidana atau sanksi yang menyertainya sanksi pidana merupakan suatu
pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan
suatu kejahatan dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak
melakukan tindak pidana lagi.’
Ketentuan Pidana Fidusia diatur Dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur
ketentuan pidana yang berbunyi :
“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keteranagan secara
menyesat kan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak
tidak melahirkan perjanjaian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
Dalam pasal 36 mengatur juga tentang ketentuan pidana yang berbunyi :
“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan,
Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana pemjara paling lama 2

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).’?

’ Mahrus Ali, Dasar - Dasar Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 195.
' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
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B. Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam
1. Pengertian

Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan
yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan
(agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini
dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor)
terhadap kreditor lainnya.**

Dalam terminologi Belanda isstilah fidusia sering disebut secara lengkap
yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara
kepercayaan. Sedangkan dalam istilah dalam istilah Bahasa inggris disebut
Fiduciary Transfer of Ownership.*?

Timbulnya lembaga fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang
mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan jadi
tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan
masyarakat sehingga lahirlah fidusia yang artinya pengalihan hak kepemilikan
atas dasar kepercayaan tapi benda yang dialihkan masih tetap dalam penguasaan
pemilik benda.

Menurut A Hamsah dan Senjun Manulang, jaminan fidusia merupakan

suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya

perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang

"' Rachmadi usman, Aukum Jjaminan keperdataan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 151.
12 Iffaty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, “Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan
Jaminan Fidusia”, de jure jurnal syariah dan hukum, Volume 4, nomor 2 (Desember, 2012),149.
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diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh
kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan
barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Hak kepemilikan atas benda jaminan
diserahkan kepada kreditur/penerima fidusia sedangkan benda jaminan secara
fisik masih berada di bawah penguasaan debitur/pemberi fidusia. **

Dalam konsep gadai (rahn) dalam Islam tidak dikenal istilah fidusia ini,
yang ada setiap mengadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh
digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya, dalam rahn barang diserahkan kepada
pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan malah pemberi gadai lah yang
berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai yang memanfatkan harta
gadai. '

Praktek jaminan fidusia yang berupa menyerahkan kepemilikan terhadap
harta tanpa menyerahkan kepemililkan atas manfaat harta memang belum pernah
terjadi dimasa Rasulullah Saw. Terkait dengan itu, salah satu lembaga Fatwa
terbesar di Indonesia- Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonensia (DSN-
MUI) telah mengeluarkan Fatwa yang isinya hampir mirip dengan praktek
Jaminan Fidusia. Hal tersebut terncantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor 68/Dsn-Mui/lii/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Dalam fatwa tersebut pengertian dari rahn tajlisy adalah jaminan dalam

bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada

" Andi Wahyu Agung Nugraha, “Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” , Lex Privatum jurnal syariah
dan hukum, Volume 6 nomor 10 (Desember, 2018),108.

1 Febby hidayanti,” Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam”,
https.//’www.notarisdanppat.cony/fidusia-dalam-perspektif-hukum-islam/ diakses pada 21 mei
2019 pukul 08.03
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dalam pemanfaatan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin
1> Untuk rahn tajlisy barang yang digunakan untuk jaminan lebih dikhususkan
kepada barang bergerak.®

Ketika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia juga harus adanya
persaksian dan persetujuan antara para pihak yang berkepentingan Sebagaimana
pendapat Imam Hanafi, pengalihan utang harus adanya keridhaan dan persetujuan
baik pihak muhil, "mubal dan tentunya muhal‘alaih, Sementara di dalam
pengalihan objek jaminan fidusia harus melalui persetujuan tertulis dari penerima
fidusia (kreditur).

Konsekuensi hukum pada pengalihan objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan tertulis dari kreditur ada dua bentuk yaitu pertama, termasuk ke dalam
ruang lingkup perkara perdata jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke instansi
yang berwenang. Kedua, termasuk ke dalam ruang lingkup perkara pidana jika
jaminan fidusia telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu kantor
pendaftaran fidusia.*’

Dalam Islam mengalihkan benda jaminan fidusia memang tidak pernah
ada pada zaman Rosullullah. Sedangkan mengalihkan jaminan fidusia merupakan
salah satu bentuk pelanggaran suatu perjanjian dan merugikan salah satu pihak

yaitu pihak penerima fidusia (kreditur) dan itu merupakan suatu bentuk memakan

"* Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008

' Iffaty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah ...153.

" Uly Fadlilatin Muna’amah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan
Fidusia ada pasal 23 ayat (2) UU nomer 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia”, (Jogjakarta),
2015.14.
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harta orang lain dengan bathil. Sehingga ada indikasi merupakan suatu kejahatan.

Namun ini tidak diatur dalam Hukum Pidana Islam.

2. Dasar Hukum
Rahn tajlisy diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/pDSN-MUI/I1I 2008.
Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah agar cara
dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prisip-prinsip syariah.
Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang rahn tajlisy antara lain adalah
berdasarkan al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 283 :
Gy AU ) (o3 3508 Uy 280 (el (5740 e (3 WIS 15000 2Ty i e )
aale (Lt sy AT 5408 257 4308 Ll (5" B3 ) | 55 U4 ) all)
Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang
dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu
menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya,
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.®
Dalam Islam mengalihkan benda jaminan Fidusia memang tidak ada tetapi
mengalihkan jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran suatu
perjanjian dan suatu bentuk memakan harta orang lain dengan bathil.
Islam melarang perbuatan tersebut yaitu Perbuatan Rahin yang memindah

tangankan marhun tanpa seizin murtahin yang mengakibatkan kerugian terhadap

murtahin atau bisa disebut juga kejahatan dalam jaminan Fidusia itu merupakan

'8 Kementerian Agama R.I., A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Madina ,2018), 49.
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perbuatan yang dilarang oleh Islam karena Islam sangat menentang orang orang

yang tidak memenuhi janji dan bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang

lain dengan cara tidak benar dan segala hal yang merugikan orang banyak.
Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang melarang perbuatan tersebut ialah :

QS. An-Nisa ayat : 29

0% R 1 5 Ty (il 5 e 513 (588 ol L) (Sl 5 200l |5 T 15 il G

olam)) 28 s alll

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. *°

QS. Al-Bagarah ayat : 188
O 5l 285 Ly ) (0 8 106U AR 1) ey 15087 I, 2855 201 ) 8880
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” °

QS. An-Nisa ayat : 30
OV sy alll o b 815U aliad (o' U’y Ul'ghe IS (el (e
“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka
Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah.” %
Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat : 1
DI i ek T e ) Lo ) ) R 280t 8 a0 ) Sl (G

o L S Al

" Ibid., 83.
2 1bid.,29.
2! bid.,83.
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”
22

QS. Al-Anfal ayat : 56
O AL U b s 31 U8 8 e (sl 4 e e
”(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah
itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut
(akibat-akibatnya).”

QS. Al-Anfal ayat : 58
Ol St WA )% e e 5gdl) 288 LA 78 (e (AAT G
”Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan,

maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”?*

QS. An-Nahl ayat : 91

Lo b all) ()W 2800 afl) 2l 3875 1S58 S (Ll ) gl Uy pale 1) alll gy 1 6851
00 slas
”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu
membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu).

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”25
Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan harta

sesama dengan cara yang bathil dan melanggar perjanjian karena bisa

menimbulkan kerugian terhadap orang yang telah dilakukan. Perbuatan

2 1bid.,106.
# Ibid.,184.
* 1bid.,184.
» 1bid.,277.
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mengalihkan jaminan Fidusia tanpa izin tertulis terlebih dahulu merupakan
perbuatan melanggar perjanjian antara penerima fidusia dan pemberi fidusia dan
perbuatan ini menimbulkan kerugian terhadap penerima fidusia oleh karena itu

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah).

3. Sanksi

Tindak pidana pengalihan jamina Fidusia itu secara khusus tidak diatur dan
dibahas dalam hukum pidana islam sebagaimana pemaparan diatas oleh karena itu
tindak pidana pengaliham jaminan fidusia termasuk pidana ¢a ’zir.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam figh dengan istilah jinayah atau
Jjarimah. jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara
etimologi jana berarti berbuat dosa atau berbuat salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.?

Secara umum Kkata jinayah yang berarti perbuatan jahat, salah, atau
pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota
badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk
dalam pembahasan jinayah tanpa perlu diadakan pemisahan. Di samping itu,
pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang
dilarang dengan tidak memasukkan yang diperintah. Dalam konteks ini, perbuatan
dosa, perbuatan salah, dan sejenisnya dapat berupa perbuatan atau meninggalkan
perbuatan yang diperintah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan

dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau

* Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004),1.
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meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu, jinayah

memiliki makna umum yang mencakup segala aspek kejahatan.”’

Dalam Hukum Pidana Islam jinayah disebut juga dengan jarimah banyak
para fugaha yang mengartikan jarimah, salah satunya ialah imam al mawardi yang
artinya segala larangan syara (melakukan hal yang dilarang dan atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam hukuman hadd atau za zir.
28

Klasifikasi jarimah terdiri dari 3 yaitu : hudud, gisas, dan ta’zir.
Kejahatan Audud adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman had , yaitu
hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini hukuman yang
ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya sudah ditentukan

dalam al-Qur’an dan hadits.?®

Kategori berikutnya adalah gisas, Dasar hukum gisas ada di al-Qur’an

surat Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi :

Uaial Lap U1 e 135758° 203 WS L &b (JB&

Artinya : Musa berkata: "ltulah gtempat) yang kita cari”. Lalu keduanya kembali,
mengikuti jejak mereka semula.?

Adapun arti gisas secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani,
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti

tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).*

%7 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya : Pustaka Idea,2015), 4.

* Achmad Djazuli, figh jinayah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997),3

2 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidan Islam, (Jakarta : Gema Insani Press,2003),22.
%% Kementerian Agama R.1., A/-Qur’an dan Terjemahannya...301.
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Selanjutnya jarimah ta’zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak
secara tegas diatur oleh al- Qur’an atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan
pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat
banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan
setan dalam diri manusia.*

Suatu perbuatan dinggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun.
Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :*

1. Rukun umum
b. Unsur formil (ar-rukn asy-syari)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya
tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang
mengaturnya.*

c. Unsur materiil (ar-rukn al-madi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana

jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.®
d. Unsur moril (Al-rukn al adabi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia

bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah

ancaman.®

N

. Unsur khusus

' M. Nurul Irfan, Figh Jinayah, (Jakarta : Amzah,2014), 4.
32 11
Ibid., 4.
> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta : Logung Pustaka,2004),9.
*Ibid., 10.
M. Nurul Irfan, Figh Jinayah....2.
* Ibid., 3.
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Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada
peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.®’ Sesuatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-
unsur/rukun-rukun tadi.*®

Di dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat
beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana
Fidusia dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-
Qur’an maupun Hadis. Namun bukan berarti pelaku pidana Fidusia tersebut
terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas Perbuatan pidana
fidusia merupakan jarimah ta’zir karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh
syara’

Ta’zir menurut Bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi azzahra yang
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan,
membantu.®® Secara terminologi , ra’zir adalah bentuk hukuman yang tidak
disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan wali
amri atau hakim. Sebagian ulama mengartikan ¢a ’zir sebagai hukuman yang tidak
ditentukan al-Qur’an dan hadis. 7a’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada
si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan

serupa.®’

37 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam....11.

¥ Djazuli. A, figh jinayah....3.

*Ibid., 160.

* Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
123.
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Dengan demikian , inti dari jarimah ¢a’zir adalah perbuatan maksiat.
Adapun perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan
melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).**

Hukuman ta’zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat
dikelompokkan empat kelompok yaitu :

1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan
a. Hukuman mati.*?

Kalangan malikiyah dan sebagian hanabilah juga membolehlan hukuman
mati sebagai sanksi tazir tertinggi.*®
b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah
ta’zir™
2. Sanksi ta’ziryang berkaitan dengan kemerdakaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan
hukuman pengasingan.*

3. Hukuman za’zir yang berkaitan dengan harta
Fugaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ¢a’zir dengan

cara mengambil harta. Menurut imam abu hanifah dan diikuti oleh muridnya

Muhammad bin hasan, hukuman ¢a’zir dengan cara mengambil harta tidak

4 Achmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(jakarta : Sinar Grafika ,2005),249.
42 .
Ibid., 258.
* M. Nurul Irfan, Figh Jinayah....147.
* Ibid., 149.
4 Achmad Wardi Muslich....263.
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dibolehkan. Akan tetapi menurut imam Malik, Imam Al Syafii, Imam Ahmad bin
hambal, dan imam Abu yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.
Syariat islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari
hukuman denda. Ibnu al gayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu
denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan

kesempurnaannya.*

C. Pidana Alternatif-Kumulatif menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif
1. Hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam terdapat pidana alternatif. Diantaranya

adalah:

a. Sanksi hukum Qisas  yang diberlakukan terhadap pelaku
pembunuhan terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Bagarah
ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut :

0y il Sy AT AN B 8 (bl A 1 () LT
RS WA TP FREPS SA T Y U3 PR PV P S
Al Salae 418 SIS S slie ) ped i) oK)

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari

* M. Nurul Irfan, Figh Jinayah....157.
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saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.*’

Ayat ini berisi tentang hukuman gisas bagi pembunuh yang
melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban
tidak memafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan
pelaku, maka sanksi gishas tidak berlaku dan beralih menjadi
hukuman diyat.*®

Jarimah gisas disitu dijelaskan bahwasanya orang yang
telah membunuh tidak harus dihukum mati, tetapi bisa dijatuhi
hukuman diyat karena adanya kerelaan atau pemaafan dari keluarga
korban.

b. hukuman bagi li'an
li"an berasal dari kata dasar I’an (menjauhkan), karena setiap orang
dari sepasang suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang
kelima, jika dia orang yang berdusta”. 49
Landasan hukum pemberlakuan /i’an adalah firman Allah Ta’ala,
QS : An-nur ayat 6-7
VLI E VR g PYREN-C Ve BVt L [RA KPR SVA 3N PRVEN Y ST ASRGT

& (e & 1) adle aZl) Cind (5 AWAN g o ialiall (el A

*" Kementerian Agama R.I., A/-Qur’an dan Terjemahannya...29.
* M. Nurul Irfan, Figh Jinayah....5.

* Ziamul Umam, “Status Hukum Istri Pasca Lian (Studi komparasi Figh Madzab Abu Hanifah
dengan Hukum Positif)”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2016), 24.
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Artinya :

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, Dan
(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia
termasuk orang-orang yang berdusta.*

Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat
zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar
dan sumpah yang kelima meminta kutukan kepada Allah Swt jika ia
berdusta. Apabila suami menuduh istrinya berzina tetapi istrinya
menyangkal tuduhan tersebut, maka wajib bagi suami untuk
membuktikanya dengan empat orang saksi, namun bila tidak mampu
membuktikanya dengan empat orang saksi, suami diancam dengan
jarimah gadzaf yaitu hukuman dera delapan puluh kali, karena
menuduh istrinya berbuat zina secara qadzaf atau tanpa alat bukti.
Namun, apabila istri mengaku, suami bebas dari beban
menghadirkan empat orang saksi atau jika dalam keadaan gadzaf,
suami tidak perlu dibebani melakukan li'an apabila istri mengakui
tuduhan suami.™

Dalam hukum pidana Islam terdapat juga contoh penjatuhan pidana

yang bersifat kumulatif. Diantaranya adalah:

a. Kumulatif

*® Kementerian Agama R.1., A/-Qur’an dan Terjemahannya...350.

°! Setiawan, “Dampak Hukuman Sumpah Lian (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia)”, (Skripsi --- STAIN Tulungagung, 2011), 26.
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Zina ghoiru muhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang
belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan
ialah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama
satu tahun. Yang memiliki hak untuk mnerapkan hukuman tersebut
hanya khalifah atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti gadhi
atau hakim.*?

Dasar penetapan hukuman cambuk danpengasingan antara lain
sabda nabi Saw sebagai berikut :
oS LB A A e S S0 0 St 061 0 e 8 T 1S e 15
PEUPELPICES
Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi
jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah
kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.>®
Dari paparan diatas dapat diketahui dalam penjatuhan sanksi untuk
tindak pidana zina ghairu muhsan dijatuhkan 2 hukuman sekaligus

sehingga penjatuhan hukuman tersebut bersifat kumulatif, sanksi nya

yaitu dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Dalam hukum pidana Islam terdapat juga contoh penjatuhan pidana

yang bersifat kumulatif. Diantaranya adalah:

a. Alternatif kumulatif

> Udi Prio Raharjo, “Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi zina ghairu muhsan di
Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2015), 79.

> 1bid,.80.
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Hukum islam telah menetapkan empat hukuman bagi
Jjarimah hirabah, yaitu : hukuman mati, hukuan mati bersamaan
dengan disalib hukuman potong tangan dan kaki, dan hukuman
pengasingan. °* dasar ketentuan hukuman ini adalah firman Allah

Swt dalam surat al-maidah ayat 33 yang berbunyi :

ol ) sl 1 S0 ol 13 ) 8 (s ALy AT (5 il 515 LY
O A P D SPS TN VA R R RSN i FEE | PRV NG PR S B
ke e 50l
Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar.>
Di dalam hukum pidana islam tindak pidana perampokan
diatur dalam figh jinayah pada bab hudud pada urutan keempat,
yakni kejahatan Airabah atau gath’uth tharig. Perampokan adalah
pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan. Sedangkan

sanksi pelaku perampokan menurut hukum pidana Islam,

sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas ialah :

a. hukum bunuh secara hebat dan berwibawa

> M. Agus Salim, “Studi komparatif tentang hukuman jarimah hirabah menurut Jumhur Fuqaha
dan Imam Malik”, (Skripsi --- UIN Walisongo Semarang, 2016), 61.
> Kementerian Agama R.1., A/-Qur’an dan Terjemahannya...113.
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b. hukum salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan ke kayu
palang, dan dibiarkan sampai mati. Atau dibunuh setelah
beberapa waktu dia tergantung

c. dipotong tangnnya , dan kakinya berselang seling dan

d. dibuang dari bumi.*®

Para fugaha berbeda pendapat terhadap sanksi Airabah ini
menurut Imam Syafi’l,’” hukuman untuk pelaku jarimah hirabah
ialah empat hukuman yang disebuatkan diatas tadi sehingga
penjatuhan dalam jarimah hirabah ialah bersifat kumulatif karena
menjatuhkan empat pidana sekaligus. Sedangkan menurut versi
Imam malik,®® hukuman untuk jarimah hirabah ialah memilih salah
satu dari empat hukuman yang telah disebutkan diatas sehingga sifat
dalam memjatuhkan pidana dalam jarimah hirabah ini bersifat

alternatif.

2. Hukum Positif
Istilah pidana sering juga diartikan sebagai sanksi pidana,
hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan  hukuman,
pemberian pidana dan hukuman pidana.>® Menurut Sudarto pengertian
pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

> Ibid,.80.

°7 Ishaq, “Sanksi pidana perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Ahkam, Volume
15, nomor 2 (Juli, 2015),150.

> Ibid,.150.

¥ Mahrus Ali, Dasar - Dasar Hukum .....185.
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Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dengan tujuan
suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.®
Sanksi pidana ialah suatu nestapa atau penderitaan yang
ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan
orang tidak akan melakukan tindak pidana.®
Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional sebagaimana
dalam KUHP, adalah pembalasan dan preverensi. Sedangkan diluar
KUHP, tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat.®
Adapun dalam rancangan terakhir R-KUHP tahun 2015
sebagaimana yang diajukan oleh tim RUU KUHP BPHN Departemen
Hukum dan perundang-undangan RI tahun 2015 dijelaskan tentang
tujuan pemidanaan. Yaitu dalam pasal 55 disebutkan :
(1) Pemidanaan bertujuan :
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat
b. Memasyaraktkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

% 1bid.,186.
! 1bid,.193.

62 Nafi” Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh Jinayah”, A/-
Qanun syariah dan hukum, Volume 18, nomor 2 (Desember, 2015),320.
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat, dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkan martabat manusia.®®

Dalam pengaturan sanksi pidana atau model ancaman pidana
dalam ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pemidaannya di
bagi menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel/Pidana Alternatif

Ciri undang-undang yang stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu
norma dalam undang-undang ditandai dengan kata penghubung “atau”.
Misalnya ada norma dalam undang-undang yang berbunyi “diancam
dengan pidana penjara atau pidana denda”. ® Model penjatuhan pidana
alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis
pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun
sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pilihanya harus
mempertimbangkan: (1) selalu berorentasi pada tujuan pemidanaan,

dan (2) lebih mengutamkan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih

63 1hi
Ibid.,318.
% Didik Endro Purwoleksono, “Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU (Bagian III)”,
https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-
uu-bagian-iii/. Diakses pada 7 November 2018.



https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/
https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/
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ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan
pemidaan.®
b. Stelsel/Pidana Kumulatif
Stelsel kumulatif atau model ancaman pidana kumulatif ditandai
dengan ciri undang-undang dengan kata penghubung kata “dan”.
Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana
dua-duanya diantara dua jenis pidana yang diancamkan® (Penjara dan
denda).
c. Stelsel/Pidana Alternatif kumulatif
Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, stelsel alternatif kumulatif
atau model kombinasi alternatif-kumulatif ditandai dengan ciri-ciri kata
penghubung “dan/atau”.®” Suatu undang-undang yang menganut stelsel
ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif

(memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan).

% Bandar Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: ( Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru), ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 143.

% Tim Penyususn BPHN, Draft Naskah Akademik Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

2008,22.

7 1bid,.22.
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DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 330/PID.SUS/2015.PN.SMN TENTANG TIDAK PIDANA

FIDUSIA

A. Deskripsi Kasus
Terdakwa dalam kasus ini Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad laki-laki

berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 08

juli 1975 Terdakwa tinggal di Dsn Cangakan RT 03 RW 03 Desa Wironanggan

Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Jawa tengah , beragama Islam dan sehari-harinya

bekerja sebagai wiraswasta.*

Kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Mustofa Ahmad adalah sebagai berikut:

- Pada awalnya tanggal 26 Februari 2014, terdakwa mengajukan aplikasi
permohonan kredit berupa 1 (satu) unit truk kepada PT. Mandiri Tunas
Finance. Permohonan kredit berupa 1 (satu) unit truk tersebut terdakwa ajukan
berdasarkan ide Budi Laksono (DPO) dimana sebenarnya terdakwa hanya
berperan sebagai atas nama saja dalam permohonan kredit tersebut karena
terdakwa merasa kasihan dengan Budi Laksono yang usahanya mengalami

kebangkrutan.?

" Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor: 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn”, dalam http://putusanmahkamahagung.go.id/putusan//,
diakses pada 19 Februari 2019., 1.

2 1bid., 3.
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Setelah dilakukan survey oleh PT. Mandiri Tunas Finance, akhirnya
permohonan kredit terdakwa disetujui dan ditindaklanjuti dengan
penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen pada hari Kamis tanggal
22 Mei 2014 di PT Mandiri Tunas Finance. Dalam perjanjian pembiayaan
konsumen tersebut terdakwa bertindak untuk dan atas nama terdakwa pribadi.
Setelah ditandatangani nya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut
kemudian  diterbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia ~ Nomor
W13.00480616.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 05-06-2014. Bahwa pada hari
Senin tanggal 26 Mei 2015 terdakwa menerima 1 (satu) unit Hino Dutro 130
HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dari PT. Mandiri Tunas Finance.
Setelah terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas Finance,
kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan pada tanggal 15 Juli
2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper kredit kepada Sdr. Budi
Laksono dan sdri. Herlinawati tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT.
Mandiri Tunas Finance.

Terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri.
Herlinawati karena dari awalnya nama terdakwa hanya digunakan sebagai atas
nama saja dan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Budi Laksono
dan sdri. Herlinawati tertanggal 15 Juli 2014 yang isinya bahwa sebenarnya
yang mengambil kredit truk di PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Bintang
Mandiri Finance adalah Sdr. Budi Laksono dan Sdri. Herlinawati bukanlah
terdakwa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 2 unit truk merupakan

tanggung jawab mereka berdua dan kalau ada apa-apa dengan truk tanggung
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jawab mereka berdua karena terdakwa tidak menggunakan truk. Sehingga
kemudian 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun
2014 dibawa oleh Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati yang sampai
dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Adapun alat bukti dalam perkara ini antara lain :*
a. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No : W13.00480616.AH.05.01
tanggal 05 Juni 2014
b. 1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No.22 tanggal 03 Juni 2014
c. 1 (satu) bendel aplikasi kredit atasnama Mustofa Ahmad Dikembalikan ke
PT. Mandiri Tunas Finace
d. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Budi Laksono dan
Herlinawati tanggal 15 Juli 2014 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di
depan persidangan dan telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah sesuai
dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut:
1. Saksi Dwi Harto Putro
Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Ruko Pemai Monjali,
sebagai sales officer. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak sebagai
karyawan di PT. Madiri Tunas Finance tetapi sebagai salah satu nasabah
bahwa PT. Mandiri Tunas Finance usahanya pembiayaan kendaraan finansia
terpenuhi dan layak karena Terdakwa punya usaha tranportasi dan pernah ada

perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Mandiri Tunas Finance pada tahun

* bid., 2.
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2011. Dalam kerjasamanya dengan perusahaan sistem pembayarannya bahwa
yang dibiayai perusahaan kami 2 (dua) buah truk namun yang bermasalah 1
Truk merk Hino Tipe Dutro 130 PS bak kayu.

Saat Terdakwa mengajukan pinjaman truk tersebut pada saat di survey
Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya truk tersebut dalam jangka
waktu 4 tahun, angsuran mulai bermasalah sejak bulan September 2014 dan
Terdakwa terlambat mengangsur sudah 4 bulan pada saat pengambilan truk
DP 25 % dan pernah saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaiakan
masalah ini namun saksi tidak ketemu dengan Terdakwa, tetapi ketemu
dengan istrinya dan saat itu istrinya menginformasikan kalau truk tersebut
telah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Solusinya atau jalan
keluarnya Terdakwa harus melunasi sisa pinjamannya atau kendaraannya
kembali untuk ditarik dan kelihatannya untuk mengangsur susah dan kalau
mobil mau ditarik juga susah karena kendaraan sudah dijual dipindah
tangankan kepada orang lain, pihak finance dirugikan sekitar Rp
335.000.000,- itu tersiri dari pokok dan bunga.

Saksi tidak tahu siapa pihak ke 3 tersebut yangmembeli truk dari terdakwa
karena saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk datang kerumah yang
membeli truk tersebut namun rumah tersebut sepi tidak ketemu orangnya dan
BPKB tersebut atas nama istri terdakwa dan ada ditangan istri terdakwa,
Terdakwa sudah mengangsur selama 4 (empat) kali, jika dalam mengangsur
lancar sampai sekarang sudah 12 kali angsuran dan sudah dilakukan pencarian

kendaraan tersebut namun sampai dimana saksi tidak tahu.
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Dalam melengkapi syarat-syarat menurut standar terpenuhi. Kendaraan
yang dibeli Terdakwa diatasnamakan istrinya karena atas permintaan
Terdakwa sendiri jika kendaraan yang dibeli bisa diatas namakan orang lain
sesuai dengan permintaan pemohon asalkan masih ada hubungan keluarga
dengan pemohon dan tercantum dalam kartu keluarga yang sama, pembayaran
angsuran dilakukan melalui cek, selama 12 bulan kredit tersebut yang dibayar
sudah 4 kali, pembayaran angsuran lainnya sudah dilakukan tetapi dengan
cek kosong.*

2. Saksi Yuyun Wahyudi

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai penagih
keterlambatan angsuran, Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman
dan Saksi tahu kalau angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro dalam bentuk
pembiayaan pembelian 1 buah truk Merk Hino dan jumlah pembiayaan yang
dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 235.000.000,-.

Terdakwa setiap bulannya harus mengangsur sebesar Rp 6.910.000, dan
Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut keterangan dari Dwi Harto
Putro Truk sudah di pindah tangankan dan sudah dilakukan pencarian
kendaraan tersebut namun sampai sekarang belum jelas.’

3. Saksi Novirzal

Terdakwa diajukan dipersidangan karena keterlambatan angsuran

pinjaman dan Saksi tahu kalau angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro

Terdakwa merupakan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian 1 buah

*1bid., 9.
’Ibid., 10.
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truk merk Hino dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri
Tunas Finance sebesar Rp 235.000.000,-.

Terdakwa setiap bulannya harus mengangsur sebesar Rp 6.910.000,-
Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut keterangan dari Dwi Harto
Putro Truk sudah di pindah tangankan dan sudah dilakukan pencarian

kendaraan tersebut namun sampai sekarang belum jelas.

4. Saksi Sri Sukmono Herlambang

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai Kolektor. Terdakwa
sebagai nasabah di PT. Mandiri Tunas Finance terhadap pembiayaan
pembelian sebuah truk merk Hino Dutro 130 PS warna hijau tahun 2014.
Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman dan Saksi tahu kalau
angsuran terlambat dari Dwi Harto Putro

Bentuk pembiayaan adalah untuk pembelian 1 buah truk Merk Hino dan
jumlah pembayaran yang dikeluarkan PT. Mandiri Tunas Finance
sejumlah Rp 235.000.000,-. Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran
angsuran tiap bulannya dan Terdakwa baru mengangsur 4 kali menurut
keterangan dari Dwi Harto Putro Truk sudah di pindah tangankan kepada
orang lain dan Saksi Tidak tahu truk tersebut dipindah tangankan kepada
siapa.®

5. Saksi Budi Santoso

®Ibid., 11.
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Saksi tahu kalau Terdakwa punya armada jenis truk merk Hino Dutro 130
PS warna hijau tahun pembuatan 2014 dan Armada tersebut masih baru belum
ada baknya, Saksi sebagai karyawannya yaitu sopir dari usaha Terdakwa dan
Truk tersebut sejak ada masalah ini sudah tidak ada dan Saksi Tidak tahu
dijual atau diapakan.

6. Saksi Joko Hadi Purnomo

Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finace Finance, sebagai Kolektor.
Terdakwa sebagai nasabah di PT. Mandiri Tunas Finance terhadap
pembiayaan pembelian sebuah truk merk Hino Dutro 130 PS warna hijau
tahun 2014 dan Terdakwa terlambat melakukan angsuran pinjaman, Saksi tahu
kalau angsuran Terdakwa terlambat dari Dwi Harto Putro karena yang
menangani kredit.

Pembiayaan yang dilakukan , dalam bentuk pembiayaan pembelian 1 buah
truk Merk Hino dan jumlah pembayaran yaang dikeluarkan PT. Mandiri
Tunas Finance sejumlah Rp 235.000.000,-. Saksi tidak tahu berapa jumlah
pembayaran angsuran tiap bulannya ; pada pokoknya dan Saksi tidak tahu
Terdakwa sudah mengangsur berapa kali dan menurut keterangan dari Dwi
Harto Putro Truk sudah di pindah tangankan kepada orang lain. Dan Saksi

tidak tahu truk tersebut dipindah tangankan kepada siapa.’

B. Dakwaan
Dalam kasus tersebut terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh

Penuntut Umum didakwa dengan hal-hal sebagai berikut:

"1bid., 12.



53

1. Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum
didakwa dengan Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
yang berbunyi:® “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak
melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah).”
2. Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum
didakwa dengan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia® yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).”
3. Pasal 378 KUHP
Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum

didakwa dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan

¥ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
? Ibid., 35.



54

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.™
4. Pasal 372 KUHP

Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad oleh Penuntut Umum
didakwa dengan Pasal pasal 372 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

rupiah.”

C. Tuntutan Jaksa
Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim yang mengadili memutuskan perkara sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan

barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana

1 1bid., 7.
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diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu)
tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No : W13.00480616.AH.05.01
tanggal 05 Juni 2014

b. 1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No.22 tanggal 03 Juni 2014

c. 1 (satu) bendel aplikasi kredit atasnama Mustofa Ahmad Dikembalikan ke
PT. Mandiri Tunas Finace

d. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Budi Laksono dan

Herlinawati tanggal 15 Juli 2014 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi
Ahmad telah mengajukan pembelaan secara lesan, yang pada pokoknya terdakwa
memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa
mempunyai tangunggan keluarga seorang istri dan 4 orang anak masih kecil-kecil.

Bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum

tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.**

D. Putusan Hakim

" bid., 2.
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Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa semua
alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Candra
Nurendra S.H KN M.Hum sebagai hakim ketua, Dwiana Kusumastanti S.H, M.H
dan Sonny A.B. Laoemoery, S.H sebagai hakim anggota dalam perekara Nomor
330/Pid.Sus/2015/PN.Smn ini memutus dengan:*

1. Menyatakan terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad telah terbukti
secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana mengalihkan
barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan
dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No : W13.00480616.AH.05.01
tanggal 05 Juni 2014

b. 1 (satu) buah buku salinan akta fidusia No.22 tanggal 03 Juni 2014

c. 1 (satu) bendel aplikasi kredit atasnama Mustofa Ahmad Dikembalikan ke
PT. Mandiri Tunas Finace

d. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Budi Laksono dan Herlinawati

tanggal 15 Juli 2014 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

2 Ibid., 19.
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6. Membebankan kepada terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan
melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, dakwaan disusun
secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai  keleluasaan  untuk
mempertimbangkan dakwaan yang unsur- unsurnya dipandang berkesesuaian
dengan fakta —fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 36
UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Unsur Pemberi Fidusia;

Subyek hukum yang merupakan pemberi fidusia yang didakwa melakukan
perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat
dakwaannya Bahwa sebagai subjek hukum ia adalah pendukung hak dan
kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia
adalah subjek hukum yang cakap.

Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan surat kendaraan atas
nama Sdr. Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa sedangkan Sertifikat
Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang
terdakwa.Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdakwa dalam perkara ini
adalah sebagai pemberi fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian, unsur “Pemberi Fidusia “

terpenuhi.
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b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi
obyek jaminan Fidusia

Setelah terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas Finance,
kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan pada tanggal 15 Juli
2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper kredit kepada Sdr. Budi
Laksono dan sdri. Herlinawati tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT.
Mandiri Tunas Finance. Terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada Sdr.
Budi Laksono dan Sdri. Herlinawati dengan cara menyewakan atau oper
kredit Sehingga kemudian 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu
warna hijau tahun 2014 dibawa oleh Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati
yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan
uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah
terpenuhi.

c. Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia.”

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu)
unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Sdr.
Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih
dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana
yang telah diperjanjikan dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia.
Bahwa dengan demikian unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Penerima Fidusia” terpenuhi.

B Ibid., 16.
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Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut seluruh unsur pasal
Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah terpenuhi, maka
terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis
dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa  dari
pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan
Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,
terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun
yang meringankan, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan
Dalam kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa telah
mengingkari kepercayaan PT. Mandiri Tunas Finance sehingga menimbulkan
kerugian materi bagi PT.Mandiri Tunas Finance.**
2. Keadaan-keadaan yang meringankan
Terdakwa sopan dan tidak berbelit di persidangan serta menyesali

perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

" bid., 19.



BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn

A. Analisis Hukum Pidana terhadap sanksi tindak pidana Fidusia dalam
putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Tindak pidana Fidusia ini terjadi ketika terdakwa yang bernama Mustofa
Ahmad bin Bawadi Ahmad sebagai Wiraswasta telah melakukan tindak pidana
fidusia yakni mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara menyerahkan
secara oper kredit barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Hino Dutro 130
HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Budi Laksono dan
herlinawati dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri
Tunas Finance selaku penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan
dan diketahui oleh Terdakwa sebagai pemberi fidusia, sehingga sampai saat ini
barang jaminan fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan penuntut umum yang didakwa
dengan Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan
Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang

pidana fidusia dengan menyatakan sebagai berikut:?

' Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn, 2.

2 1bid., 15.
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1. Menyatakan terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad telah terbukti
secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana
mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima
fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan ;

Majelis hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
mengalihkan barang jaminan fidusia dikarenakan terdakwa telah
memenuhui unsur-unsur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999
tentang Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Pemberi Fidusia;

Subyek hukum yang merupakan pemberi fidusia yang didakwa
melakukan perbuatanpidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut
Umum dalam surat dakwaannya Bahwa sebagai subjek hukum ia
adalah  pendukung hak dan kewajiban  yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia adalah subjek
hukum yang cakap.

Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan surat kendaraan
atas nama Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa sedangkan
Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin
pelunasan utang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka

terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pemberi fidusia.
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Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian, unsur “Pemberi
Fidusia “ terpenubhi.

Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang
menjadi obyek jaminan Fidusia

Setelah terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri Tunas
Finance, kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa dan
pada tanggal 15 Juli 2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara oper
kredit kepada Budi Laksono dan Herlinawati tanpa sepengetahuan dan
seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance. Terdakwa menyerahkan
truk tersebut kepada Budi Laksono dan Herlinawati dengan cara
menyewakan atau oper kredit Sehingga kemudian 1 (satu) unit Hino
Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dibawa oleh
Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati yang sampai dengan saat ini
tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Unsur Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia.’

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1
(satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun
2014 kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa
ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku

penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui

* bid., 16.
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olen Terdakwa sebagai pemberi fidusia. Bahwa dengan demikian
unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia” terpenuhi.
Adapun keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:
1. Keadaan-keadaan yang memberatkan
Dalam kasus ini, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa telah
mengingkari kepercayaan PT. Mandiri Tunas Finance sehingga
menimbulkan kerugian materi bagi PT.Mandiri Tunas Finance.*
2. Keadaan-keadaan yang meringankan
Terdakwa sopan dan tidak berbelit di persidangan serta

menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat yaitu:

1. Pertimbangan Majelis hakim sudah tepat karena telah terpenuhi Unsur-
unsur dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun
1999 yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan,
Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana pemjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
Dalam pasal 36 tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana yang

dilakukanterdakwa maka telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal

tersebut yaitu:

*Ibid., 19.
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a. Unsur pemberi fidusia
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai subjek hukum
adalah pendukung hak dan  kewajiban yang  dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga bisa disebut subjek
hukum yang cakap.

Dalam kasus ini Pemberi Fidusia adalah Terdakwa sendiri dengan
surat kendaraan atas nama Ririn Lestari yang merupakan istri terdakwa
sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk
menjamin pelunasan utang terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta
tersebut maka terbukti terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai
pemberi fidusia.

b. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang
menjadi obyek jaminan Fidusia

Mengalihkan barang jaminan fidusia yang tidak mendapatkan
persetujuan dari penerima Fidusia baik yang dilakukan dengan akta
otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai
perbuatan pidana.’

Dalam kasus ini terdakwa menerima truk tersebut dari PT. Mandiri
Tunas Finance, kemudian terdakwa membawanya ke rumah terdakwa
dan pada tanggal 15 Juli 2014 truk tersebut terdakwa serahkan secara

oper kredit kepada Budi Laksono dan Herlinawati tanpa sepengetahuan

> Yurizal, Aspek pidana Dalam Undang ....45.
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dan seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance. Terdakwa
menyerahkan truk tersebut kepada Budi Laksono dan Herlinawati
dengan cara menyewakan atau oper kredit Sehingga kemudian 1 (satu)
unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014
dibawa oleh Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati yang sampai
dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan uraian
pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah
terbukti.

Unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia”

Maksud dari dilakukan tanpa ada izin tertulis lebih dahulu ialah
melakukan suatu perbuatan memindah tangankann barang jaminan
fidusia tanpa persetujuan tertulis kepada penerima Fidusia atau kepada
kreditor.

Perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan barang fidusia berupa 1
(satu) unit Hino Dutro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun
2014 kepada Sdr. Budi Laksono dan Sdri. herlinawati dilakukan tanpa
ada izin tertulis lebih dahulu dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku
penerima Fidusia sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diketahui
olen Terdakwa sebagai pemberi fidusia. Bahwa dengan demikian
unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Penerima Fidusia” terpenuhi.
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2. Disisi lain menurut penulis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan
pidana kepada terdakwa dengan dakwan alternatif kedua dari penuntut
umum, yakni dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan kurang tepat
karena dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun
1999 yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan,
Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana pemjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia No 42 tahun
1999 tentang Jamina Fidusia tersebut penjatuhan pidana dalam pasal
tersebut dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk
menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus yaitu pidana
penjara dan pidana denda. karena model ancaman pidana kumulatif ditandai
dengan ciri undang-undang dengan kata penghubung kata “dan”. Dengan
adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya
diantara dua jenis pidana yang diancamkan®

Sedangkan dalam kasus ini hukuman yang diberikan hakim terhadap
terdakwa dalam putusan tersebut dijatuhkan dengan sitem alternatif yakni
hanya menjatuhkan satu jenis pidana yaitu pidana penjara saja.

Dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak

otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim

% Tim Penyususn BPHN, Draft Naskah Akademik Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
2008,22.
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tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat Undang-

undang karena Undang-undang sudah menetukan ancaman hukuman secara

tertulis (formal).
Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini dipaparkan beberapa
contoh putusan kasus tindak pidana fidusia :

1. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Gto.
Dengan terdakwa Abdurahman Yusuf, 45 tahun yang di dakwa oleh
jaksa dengan pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42
tahun 1999 tentang Fidusia, yang diputus dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.’

2. Putusan Pengadilan Negeri wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat.
Dengan terdakwa Heri Kristanto, 39 tahun yang di dakwa oleh jaksa
dengan pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun
1999 tentang Fidusia, yang diputus dengan pidana penjara selama 4
(empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.?

3. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor
295/Pid.Sus/2016/PN.Gto. Dengan terdakwa Erwin Hasan Alibasa, 37

tahun yang di dakwa oleh jaksa dengan pasal 36 Undang-undang

7 Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Gto.
¥ Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat.
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Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, yang diputus
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana
denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6

(enam) bulan.®

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Fidusia
dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor
330/Pid.Sus/2015/PN.Smn

Tindak pidana Fidusia ini terjadi ketika terdakwa Mustofa Ahmad bin
Bawadi Ahmad yang bekerja sebagai Wiraswasta telah melakukan tindak
pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Dengan cara menyerahkan secara
oper kredit objek jaminan fidusia yaitu (satu) unit truk Hino Dutro 130 HD 6,8
PS bak kayu warna hijau tahun 2014 kepada Budi Laksono dan Herlinawati
tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance yang
sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menurut penelitian, mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin
tertulis dari penerima fidusia merupakan suatu kejahatan karena merugikan
pihak penerima fidusia atau dalam hal ini disebut juga pihak murtahin. Agama
islam sangat melarang seseorang memakan harta sesamanya dengan jalan
yang bathil dan dalam jaminan fidusia tersebut ada perjanjian antara rahin dan

murtahin dimana seorang rahin tidak boleh memindahkan tangankan atau

? Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto.
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mengalihkan barang jaminan tersebut dimana dalam islam barang jaminan
tersebut disebut marhun.

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak tersebut telah
menghianati janjinya hal itu sangat dilarang oleh agama islam karena islam
sangat mewajibkan kita untuk memenuhi janji-janji yang kita buat dan islam
melarang kita untuk melanggat perjanjian yang telah Kkita buat sendiri
perjanjian tertulis tersebut ialah akta fidusia karena dalam akta fidusia tersebut
sudah jelas hak hak dan larangan-larangan para pihak.

Dapat dikatakan sebagai jarimah jika telah memenuhi unsur unsur berikut

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan
pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang
yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan
istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan
hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya
peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat islam lebih dikenal
dengan ar-rukn asy-syari.'

Dalam unsur tersebut dalam kasus ini adalah jarimahyang
dilakukan oleh mustofa bin ahmad (39) tahun adalah mengalihkan barang

jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Dalam hukum

' Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,...... 10.
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Pidana Islam sanksi pida Fidusia tidak ada dalam al-Qur’an dan hadis,
oleh karena itu sanksinya ialah zazir.
b. Unsur materiil (Ar-rukn al-madi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan
pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang
bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat
negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).**

Unsur materill dalam kasus ini yaitu terdapat fakta fakta yang
terungkap dalam proses persidangan bahwa benar terdakwa telah
mealakukan pidana Fidusia dengan cara oper kredit truk Hino Dutro 130
HD 6,8 PS bak kayu kepada budi laksono dan herlinawati tanpa
sepengetahuan dan izin tertulis terlebih dahulu pada penerima fidusia dan
sampai saat ini truk tersebut tidak diketahui keberadaannya.

c.  Unsur moril (Al-rukn al adabi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan
jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah
ancaman.*?Dalam kasus ini terdakwa Mustofa Ahmad bin Bawadi Ahmad
39 tahun bukan orang gila atau anak dibawah umur dan terdakwa tidak
berada dibawah ancaman sehingga dia harus mempertangungjawabkan
perbuatann nya

3. Unsur khusus

"' M. Nurul Irfan, Figh Jinayah.....2.
2 Ibid., 3.
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Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada
peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.*?

Dalam kasus ini unsur khusus yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka
unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan

fidusia dengan cara mengoper kredit truk pada orang lain.

Dalam hal ini telah terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah
melanggar peraturan yang ada maka terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi
terhadap tindak pidana fidusia memang tidak ada didalam al-Quran dan hadis jadi
sanksi yang dikenakan dalam jarimah ini ialah jarimah ta’zir karena jarimah ta’zir
yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tiak
ditentukan al-Qur’an dan hadis. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena

berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar
hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan ulir amri atau hakim jadi dalam hal
ini penguasa atau lembaga sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan
kadar hukumnya. Dalam kasus ini hukuman terdakwa diputuskan oleh Pengadilan
Negeri Sleman Karena pidana fidusia merupakan jarimah ta’zir maka Sanksi yang
dijatuhkan pada pelakunya diserahkan kepada ulil amri atau pihak penguasa

setempat.

1> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,.....11.
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Disisi lain hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ini bersifat
alternatif dalam hukum pidana islam penjatuhan pidana secara alternatif juga
diteapkan pada hukuman gisas bagi pembunuh yang telah mendapatkan kerelaan
atau permaafan dari keluarga korban sehingga hukuman gisas tidak berlaku dan

beralih menjadi hukuman diyat.**

'* M. Nurul Irfan, Figh Jinayah....5.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn
tentang pidana fidusia majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9
(Sembilan) bulan adalah kurang tepat, karena dalam hal ini hakim
menjatukan pidana bersifat alternatif, sedangkan bunyi pasal yang
digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang Republik
Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sanksi hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan
aturan hukum pidana Islam karena perbuatan yang dilakukan terdakwa
termasuk jarimah ta’zir sehingga sanksi dan ketentuan hukumannya

diserahkan kepada ulil amri atau lembaga pemerintah yang berkuasa.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipapakarkan di atas maka diajukan

beberapa saran sebagai berikut :

1.

Kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang terutama yang
berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di pengadilan
hendaknya di sesuaikan dengan Undang-undang yang telah digunakan

sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

73
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2. Supaya pelaksanaan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya
peraturan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999
penulis mengharapkan kepada semua pihak agar mengerti hak dan
kewajibannya masing-masing Sesuai dengan undang-undang agar tidak

terjadi tindak pidana fidusia.
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